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ABSTRAK 

Kudeta militer di Fiji pada tahun 2006 membuat Australia sebagai negara yang berpengaruh 
cukup besar di kawasan menekan agar Fiji segera mengakhiri rezim militernya dan 
melaksanakan pemilu yang demokratis. Namun, Fiji justru memutuskan untuk tidak 
melakukannya terlebih dahulu. Atas keputusan tersebut, Australia memutuskan untuk 
membekukan keanggotaan Fiji dalam Pacific Islands Forum (PIF). Hal ini berarti bahwa Fiji 
tidak lagi mendapatkan bantuan luar negeri dari Australia maupun PIF. Meski begitu, Fiji 
tetap mempertahankan keputusannya dan justru membuat kebijakan yang mampu tetap 
memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah keputusan untuk menjalin hubungan yang 
lebih dekat dengan Tiongkok. Tiongkok sendiri pada dasarnya tidak memiliki pengaruh yang 
cukup besar di kawasan Pasifik Selatan. Meski begitu Fiji tetap yakin dengan hubungannya 
dengan Tiongkok bahwa Tiongkok menggantikan Australia sebagai negara yang memberikan 
bantuan luar negeri bagi Fiji. Keberlangsungan hubungan kedua negara dapat dilihat dengan 
pendekatan aliansi yang khusus dilakukan oleh middle power, yaitu bonding. Aliansi ini 
sendiri kemudian dapat dibuat lebih spesifik, yaitu sebagai suatu aliansi yang bernilai 
strategic partnership. Berawal dari hubungan tersebut, Fiji berhasil memunculkan perasaan 
independence dan confidence dari dalam diri Fiji. Hal ini mampu membuat Fiji meningkatkan 
perannya di kawasan. Bentuk peran baru yang dimiliki oleh Fiji ini dijalankan melalui kritik 
yang diberikan kepada PIF serta peningkatan peran melalui Melanesian Spearhead Group 
(MSG) dan Pacific Islands Development Forum (PIDF).  

Kata Kunci: Fiji, Tiongkok, Bonding, Strategic Partnership, Independence, 
Confidence.  

The military coup in Fiji in 2006 made Australia who was a major influential country in the 
region pressing Fiji to immediately end its military regime and conduct democratic elections. 
However, Fiji just decided not to do it. On the decision, Australia decided to suspend Fiji's 
membership in the Pacific Islands Forum (PIF). This means that Fiji is no longer getting 
foreign aid from Australia or PIF. Nevertheless, Fiji has maintained its decision and has made 
a policy that is capable of meeting its needs, one of which is the decision to forge closer ties 
with China. China basically has no significant influence in the South Pacific region. Even so 
Fiji remains convinced with its relationship with China that China can replaces Australia as a 
country providing foreign aid to Fiji. The sustainability of the relations between them can be 
seen with an alliance conducted by middle power, namely bonding. The alliance itself can then 
be made more specific, as an alliance that’s worth the strategic partnership. Start from the 
relationship, Fiji managed to bring the feeling of independence and confidence from within 
Fiji. This is able to make Fiji improve its role in the region. This new role form that is owned 
by Fijian is run through criticism given to PIF as well as increased roles through the 
Melanesian Spearhead Group (MSG) and Pacific Islands Development Forum (PIDF). 

Key Word: Fiji, Tiongkok, Bonding, Strategic Partnership, Independence, 
Confidence.  



Sebagai negara anggota Pacific Islands Forum (PIF), Fiji ikut menerapkan sistem 
pemerintahan yang demokratis seperti apa yang diterapkan negara-negara Pasifik Selatan 
lainnya. Hal ini dikarenakan demokrasi menjadi salah satu unsur penting dalam keanggotaan 
dalam PIF (Peebles 2005, 66). Namun, Fiji masih belum mampu memenuhi unsur tersebut, 
dimana perpolitikan domestk Fiji cenderung kurang stabil. Hal ini dapat terlihat pada kudeta 
yang berlangsung di Fiji, yaitu pada tahun 1987 yang menandakan kudeta pertama dalam 
sepanjang sejarah Fiji. Kudeta yang berikutnya kemudian berlangsung kembali pada tahun 
2000. Roderic Alley (2001, 228) menjelaskan bahwa faktor kesenjangan etnis menjadi faktor 
utama yang memicu kedua kudeta tersebut, dimana kehadiran masyarakat Fiji berketurunan 
India beberapa kali dinilai menjadi ancaman bagi masyarakat asli Fiji. Hal ini terlihat pada 
kudeta pada tahun 1987 dan 2000 yang berlangsung akibat dominasi masyarakat Fiji 
berketurunan India terhadap masyarakat Fiji asli (Thomas 1990, 131). Kudeta ini kemudian 
berlangsung kembali pada tahun 2006. Kudeta yang dijalankan oleh Frank Bainimarama ini 
dinilai mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh pemerintahan Fiji 
selama ini, yaitu masalah kesenjangan etnis (Thomas 1990, 132). Bahkan, Bainimarama 
bertujuan untuk mengakhiri segala kudeta yang telah berlangsung di Fiji.  

Meski memiliki tujuan untuk mengakhiri segala kudeta yang telah berlangsung di Fiji, pada 
nyatanya keputusan Bainimarama untuk melakukan kudeta pada tahun 2006 justru 
memberikan permasalahan baru bagi Fiji. Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh 
Bainimarama, yaitu pemerintahan rezim militer dinilai kurang sesuai dengan nilai yang 
diterapkan di kawasan Pasifik Selatan. Atas hal tersebut, Australia sebagai negara yang 
memiliki pengaruh terbesar di kawasan mendesak agar Fiji segera melakukan pemilu yang 
demokratis, namun Fiji menolak untuk melangsungkannya hingga tahun 2014 (Hasenkamp 
2014, 12). Rukma dan Pakpahan (2015, 1845) melalui tulisannya menambahkan bahwa 
Australia dibantu oleh Selandia Baru mencoba untuk terus melakukan intervensi agar Fiji 
segera melakukan pemilu yang demokratis. Hal ini dilakukan agar keberlangsungan rezim 
militer di Fiji tidak diikuti oleh negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Baik Australia maupun 
Selandia Baru tidak segan untuk melakukan intervensi sebagai bentuk penekanan terhadap 
Fiji. Intervensi ini berupa sanksi-sanksi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, 
perdagangan, wisata, hingga olahraga (Gaglioti 2009). Puncak dari tekanan ini adalah 
tekanan yang diberikan oleh Australia melalui PIF. PIF sepakat memutuskan bahwa apabila 
Fiji tidak mampu menyelenggarakan pemilu yang demokratis hingga 1 Mei 2009, maka 
keanggotaan Fiji dalam PIF akan dibekukan (Gaglioti 2009). Meski begitu, Frank 
Bainimarama tetap memegang prinsipnya untuk tetap tidak menyelenggarakan segala pemilu 
hungga delapan tahun kepemimpinannya, atau lebih tepatnya hingga 2014. Keputusan 
Bainimarama membuat keanggotaan Fiji resmi dibekukan pada tahun 2009.  

Sanksi pembekuan keanggotaan dalam PIF ini merupakan periode baru dalam sejarah Fiji. 
Akibat pembekuan keanggotaan ini, Fiji harus kehilangan hubungannya dengan negara-
negara di kawasan Pasifik Selatan lainnya, khususnya hubungan dengan Australia dan 
Selandia Baru yang merupakan negara pendonor utama dalam hal pemberi bantuan luar 
negeri bagi Fiji. Terlebih lagi, pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF bukanlah satu-satunya 
sanksi yang diterima oleh Fiji. Selain itu, keanggotaan Fiji dalam Commonwealth Minister of 
Action Group (CMAG) juga dibekukan. Tanpa adanya keanggotaan dalam PIF maupun 
CMAG, Fiji tentu tidak lagi mendapatkan bantuan luar negeri dari para pendonor utamanya. 
Akibat pembekuan tersebut, seluruh tenaga kerja Fiji tidak lagi mendapatkan Fiji visa 
pekerjaan di Australia dan Selandia Baru. Selain itu, latihan bersama antara tentara Fiji 
dengan tentara Australia maupun Selandia Baru juga dibatalkan seiring dengan sanksi yang 
diterima oleh Fiji (Lal 2009, 84). Rukma dan Pakpahan (2015, 1846) juga menambahkan 
bahwa sektor pariwisata Fiji terancam mengalami penurunan setelah Australia mengeluarkan 
larangan bagi penduduknya untuk mendatangi Fiji. Tidak hanya itu, aset-aset yang dimiliki 
oleh warga Fiji yang menetap di Australia juga dibekukan seiring dengan sanksi yang diterima 
oleh Fiji. Tekanan yang dilakukan oleh Australia tidak hanya terbatas dalam lingkup kawasan. 
Australia bahkan berusaha mencegah agar Fiji tidak dapat ikut serta dalam misi perdamaian 



yang dijalankan oleh PBB (Rukma dan Pakpahan 2015, 1846). Segala tekanan ini dilakukan 
agar Fiji segera melakukan pemilu yang demokratis.  

Meskipun telah mendapatkan tekanan yang cukup banyak, hal ini tidak semerta-merta 
membuat Frank Bainimarama mengakhiri rezim militernya. Agar Fiji tetap mampu bertahan, 
Bainimarama mencoba untuk menguatkan posisi Fiji di kawasan Pasifik Selatan, dimana pada 
dasarnya Fiji juga memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan meskipun tidak dapat 
dibandingkan dengan Australia maupun Selandia Baru. Pada dasarnya, beberapa negara kecil 
di kawasan Pasifik Selatan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada Fiji 
dibandingkan kepada Australia maupun Selandia Baru. Negara seperti Tuvalu menjadikan Fiji 
sebagai pusat pendidikan bagi penduduk Tuvalu (Hasenkamp 2014, 19). Selain itu, Baiq 
Wardhani et al. (2018, 39) juga menyampaikan bahwa Suva yang merupakan ibu kota Fiji juga 
terdapat University of the South Pacific (USP), dimana USP merupakan pusat pendidikan 
tinggi bagi mayoritas penduduk Pasifik Selatan. Selain itu, Fiji juga seakan ingin semakin 
menguatkan posisinya di kawasan melalui pembentukan organisasi regional yang baru, yaitu 
Pacific Islands Development Forum (PIDF) (Mawi 2015, 102-103). Melalui 
kepemimpinannya di PIDF, Fiji mencoba untuk memenuhi kebutuhan negara-negara kecil di 
sekitarnya. Dengan adanya peran ini, Bainimarama mencoba untuk menunjukkan bahwa Fiji 
masih memiliki pengaruh yang kuat di kawasan. 

Walaupun memiliki beberapa upaya menguatkan posisinya di kawasan, tidak dapat diabaikan 
bahwa Fiji tetap membutuhkan bantuan luar negeri dari negara yang lebih besar setelah 
Australia dan Selandia Baru tidak lagi memberikan bantuan luar negeri kepada Fiji. Hal ini 
dikarenakan Fiji masih terhitung sebagai suatu small states dalam lingkup ukuran dan 
kemampuannya. Melihat kondisi ini, Tiongkok mencoba untuk mengisi posisi yang 
ditinggalkan oleh Australia dan Selandia Baru. Tiongkok pada dasarnya memiliki kepentingan 
yang terbatas di kawasan Pasifik Selatan karena Amerika Serikat memiliki pengaruh yang 
cukup kuat pada masing-masing negara di kawasan Pasifik Selatan. Bahkan, Jian Zhang 
(2015, 44) menganggap kawasan Pasifik Selatan sebagai “an American Lake”. Meski begitu, 
hal ini tidak membuat Tiongkok mengurangi keinginannya untuk meningkatkan pengaruhnya 
di kawasan ini, dimana kesempatan ini datang melalui Fiji. Seiring dengan keinginan 
Tiongkok, Fiji juga menerima kehadiran Tiongkok dan mencoba untuk meningkatkan 
hubungan baiknya dengan Tiongkok. Hal ini kemudian berdampak kepada peningkatan 
bantuan yang cukup drastis oleh Tiongkok kepada Fiji, dimana pada tahun 2006 jumlah 
bantuannya hanya sebesar 36 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan pada tahun 2007 
meningkat menjadi 251 juta dolar Amerika Serikat. Peningkatan ini juga diiringi dengan 
pembentukan kebijakan “Look North” yang dijalankan oleh pemerintah Fiji, dimana Fiji 
memang ingin menguatkan hubungan bilateralnya dengan Tiongkok atas respon baik yang 
diberikan Tiongkok kepada Fiji (Gaglioti 2009; Komai 2015, 113). 

Strategic Partnership sebagai Nilai Positif dalam Pembentukan Aliansi Middle 
Power di Kawasan 

Dinamika perubahan kekuatan, baik dalam lingkup global maupun regional terus mengalami 
perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Suatu unipolaritas yang terdapat dalam suatu 
sistem internasional tidak akan selamanya bertahan karena akan muncul kekuatan-kekuatan 
baru pada suatu saat. Kondisi ini kemudian mengarah kepada kemunculan kekuatan-
kekuatan baru yang disebut pula dengan konsep rising regional power. Pinar Tank (2012, 2) 
menjelaskan bahwa rising regional power merupakan suatu perubahan dinamika kekuatan 
yang berlangsung dalam sistem internasional. Suatu negara digolongkan sebagai rising 
regional power ketika negara tersebut mengalami peningkatan dalam hal kekuatan, baik hard 
power maupun soft power. Terkait hal ini, Samuel Huntington (1999 dalam Nolte 2007, 12) 
menambahkan bahwa pemahaman terkait rising regional power kemudian berkembang 
sehingga berkaitan dengan middle power in the region atau juga dikenal dengan secondary 
regional power.  



Akibat keterkaitan antara kedua konsep tersebut, maka karakteristik yang dimiliki oleh rising 
regional power tentu tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh suatu middle 
power yang spesifik di suatu kawasan tertentu. Karakteristik tersebut adalah menekankan 
pada pendekatan multilateral dan pendekatan kooperatif. Selain itu, soft power menjadi 
kekuatan yang lebih dominan bagi middle power dibandingkan hard power. Terkait 
karakteristik yang dimiliki suatu rising regional power, Matthew D. Stephen (2012, 293) 
menyampaikan bahwa terdapat tiga perspektif yang memandang keberadaan suatu rising 
regional power. Ketiga perspektif tersebut adalah rising regional power cenderung mencoba 
untuk mengimbangi kekuatan mapun pengaruh dari super power yang sudah ada, rising 
regional power juga mencoba untuk mengganggu keberlangsungan suatu institusi 
internasional, serta rising regional power cenderung terkooptasi ke dalam suatu institusi 
internasional. Dalam kaitan penelitian ini, perspektif kedua, yaitu mengganggu 
keberlangsungan suatu institusi internasional cenderung lebih sesuai apabila 
diimplementasikan. Terlepas dari perspektif tersebut, suatu rising regional power juga 
memiliki karakteristik lain yang dapat menunjang keberlangsungannya. Karakteristik 
tersebut adalah memebentuk koalisi multilateral atau aliansi sebagai media untuk memenuhi 
kepentingannya (Fonseca et al. 2016, 53).  

Aliansi mampu menjadi langkah yang sesuai bagi suatu negara untuk memenuhi 
kepentingannya, terlebih apabila negara tersebut memiliki kekuatan yang masih terhitung 
terbatas, seperti negara-negara yang tergolong rising regional power atau suatu middle 
power di kawasan. Berdasarkan tulisan milik Snyder (1990 dalam Niou dan Ordeshook 1994, 
168), aliansi merupakan suatu asosiasi yang terbentuk antar negara dan bentuknya dapat 
berbentuk formal dan non-formal. Selain itu, pembentukan aliansi dapat meliputi berbagai 
aspek tidak selalu berkaitan dengan aspek militer, seperti aspek ekonomi, sosial, maupun 
aspek-aspek lainnya. Pembentukan suatu aliansi ini juga tidak selalu dimulai oleh negara yang 
lebih besar kekuatannya. Pada dasarnya, pihak manapun berhak dan mampu untuk memulai 
inisiatif untuk membentuk aliansi. Dilihat dari sudut pandang negara yang lebih kecil 
kekuatannya, mereka membentuk suatu aliansi ketika mereka membutuhkan perlindungan 
atau bantuan dari negara yang lebih besar. Di lain pihak, negara yang lebih besar juga tidak 
menutup kemungkinan untuk membentuk suatu aliansi ketika mereka memiliki keinginan 
untuk menandingi atau bahkan melawan negara yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang 
cukup kuat sehingga menjadi ancaman bagi negara tersebut (Dwivedi 2012, 224).  

Apabila dikaitkan dengan aktor rising regional power atau middle power di kawasan, pola 
aliansi yang dilakukan oleh negara tersebut tentu berbeda dengan negara-negara yang berada 
pada kelompok negara super power maupun negara small power. Chong Ja Ian (2003, 1) 
melalui tulisannya mencoba untuk menjelaskan bagaimana negara-negara second tier atau 
yang dimaksud juga dengan negara middle power memainkan perannya dalam hal 
pembentukan suatu aliansi. Dalam implementasinya, terdapat empat bentuk pilihan strategi 
aliansi yang dapat dilakukan oleh suatu negara middle power. Pilihan tersebut antara lain 
adalah buffering, bonding, binding, serta beleaguering. Apabila dikaitkan dengan penelitan 
yang dilakukan oleh peneliti, pilihan strategi bonding menjadi pilihan strategi yang lebih 
sesuai dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi bonding merupakan bentuk strategi 
aliansi negara second tier ketika berada pada kondisi yang spesifik. Kondisi yang dimaksud 
adalah ketika suatu negara memiliki perbandingan kekuatan yang berbeda cukup jauh dengan 
super power yang berada pada suatu sistem internasional atau suatu kawasan yang spesifik. 
Kondisi lainnya adalah tingkat integrasi suatu negara yang sedang mengalami penurunan (Ian 
2003, 10). Terlepas dari kondisi yang mendorong terbentuknya bentuk aliansi bonding, 
aliansi bonding memiliki definisinya tersendiri. Aliansi bonding merupakan bentuk strategi 
negara middle power yang memberikan suatu hal, baik hal material maupun jasa yang 
dibutuhkan oleh rekan aliansinya. Melalui aliansi yang terbentuk diharapkan mampu 
mewujudkan dukungan kepada negara middle power yang membutuhkan dukungan terhadap 
kepentingannya (Ian 2003, 11). 



Berkaitan dengan implementasi suatu aliansi, keberlangsungan dari suatu aliansi tersebut 
dapat menjadi lebih dispesifikkan sesuai dengan tujuan dan latar belakang dibentuknya suatu 
aliansi. Bentuk spesifikasi ini dapat berupa strategic partnership. Lucyna Czazhowska (2013, 
37) melalui tulisannya menyampaikan bahwa strategic partnership merupakan suatu bentuk 
kerjasama atau aliansi yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan atau kepentingan strategis 
antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian, implementasi dari strategic partnership 
ini memiliki sifat jangka waktu yang berorientasi kepada jangka panjang, sehingga pihak-
pihak yang bersangkutan mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ieva Gajauskaite 
(2013, 191) menambahkan bahwa suatu strategic partnership dapat mencerminkan 
keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk membentuk kerjasama yang dapat 
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan secara tidak langsung juga dapat 
memperkuat pengaruh suatu pihak di kawasan tertentu. Aspek yang membuat strategic 
partnership menjadi berbeda daripada suatu bentuk aliansi yang biasa adalah strategic 
partnership bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bersama dan berupaya 
mengurangi biaya maupun tenaga yang dikeluarkan, tidak lagi hanya sebatas membentuk 
aliansi untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak. Tentu hal ini akan mampu semakin 
menguatkan hubungan aliansi antar pihak karena pembentukan aliansi yang berdasar 
strategic partnership mampu membentuk perasaan saling percaya dan saling mendukung.  

Dinamika Interaksi Fiji-Tiongkok: Sebelum dan Setelah Kudeta Fiji 2006 

Hubungan yang terbentuk antara Fiji dengan Tiongkok pada dasarnya bukanlah suatu 
hubungan yang baru terbentuk pasca terjadinya pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF. 
Bahkan, perlu diketahui bahwa Fiji merupakan negara dari kawasan Pasifik Selatan yang 
pertama kali menjalin hubungan dengan Tiongkok. Jian Yang (2009, 207) melalui tulisannya 
menjelaskan bahwa Fiji mulai membentuk hubungan diplomatis dengan Tiongkok pada 5 
November 1975. Setelah terbentuk, Tiongkok beberapa kali memberikan bantuan luar negeri 
kepada Fiji namun masih kurang mendapatkan perhatian internasional. Oleh karena itu, 
Perdana Menteri Fiji, Ratu Sir Kamisese Mara melakukan kunjungan resmi yang pertama ke 
Tiongkok pada tahun 1978. Seiring dengan kunjungan tersebut, Wakil Perdana Menteri 
Tiongkok, Chen Muhua juga melakukan kunjungan ke Fiji pada tahun 1929 (Guixia 2015, 1). 
Kunjungan ini seakan menjadi bukti nyata adanya hubungan antara Fiji dengan Tiongkok. 
Pada saat itu, kedua negara menjalin hubungan kerjasama atas dasar keinginan untuk saling 
membantu antara sesama negara dunia ketiga. Sebagai bentuk nyata kerjasama kedua negara, 
Fiji dan Tiongkok membentuk Memorandum on Paddy Field Project pada 29 Juli 1983 yang 
menjadikan proyek bersama yang pertama bagi kedua negara.  

Berkaitan dengan hubungan yang terbentuk antara kedua negara, beberapa bentuk kerjasama 
telah terbentuk untuk tujuan memenuhi kepentingan kedua pihak. Dalam bidang ekonomi, 
Tiongkok pada tahun 1978 membuka pameran dagang di Suva untuk memperkenalkan 
perekonomian Tiongkok kepada masyarakat Fiji. Kemudian, Tiongkok juga mengirim tim 
sepak bola Tiongkok ke Fiji pada tahun 1975 dalam rangka pertukaran budaya (Yang 2009, 
207). Selain itu, Tiongkok juga mengirimkan ahli teknologi agrikulturnya ke Fiji untuk 
mengajari teknik menanam beras pada tahun 1986. Tiongkok juga memberikan interest-free 
loans kepada pemerintahan Fiji untuk membiayai pembangunan stasiun pembangkit listrik 
tenaga air Bukuya di Viti Levu dan Wainiqeu di Vanua Levu (Guixia 2015, 2). Dalam segi 
politik Jian Yang (2011, 306) melalui tulisannya menyampaikan bahwa Tiongkok telah 
memberikan dukungan politik kepada Fiji sejak awal. Pada kudeta 1987 di Fiji, Tiongkok 
cenderung bersifat netral tanpa memujukkan Fiji seperti yang dilakukan oleh Australia dan 
Selandia Baru.  

Dinamika hubungan antara Fiji dengan Tiongkok berlanjut hingga memasuki periode pasca 
kudeta militer Fiji pada tahun 2006. Disaat negara-negara lain semakin memojokkan Fiji, 
Tiongkok justru mengambil langkah yang berbeda. Tiongkok mencoba mengambil 
kesempatan untuk mengisi kekosongan posisi pendonor bantuan luar negeri bagi Fiji yang 
sebelumnya dikuasai oleh pengaruh Australia. Fiji sendiri tidak keberatan untuk menerima 
Tiongkok sebagai pemberi bantuan luar negeri bagi Fiji mengingat Tiongkok merupakan salah 



satu “sahabat lama” bagi Fiji (Guixia 2015, 3). Fiji bahkan berani untuk tidak lagi 
menghiraukan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh Australia maupun Selandia Baru dan 
lebih memilih untuk lebih dekat kepada Tiongkok. Melihat respon yang diberikan oleh Fiji, 
Tiongkok juga tidak segan untuk meningkatkan jumlah bantuan luar negeri yang diberikan 
kepada Fiji. Duta Besar Tiongkok untuk Fiji pada saat itu, Cai Jinbiao bahkan 
mendeklarasikan bahwa Fiji berhak untuk mendapatkan bantuan luat negeri dari Tiongkok, 
meskipun telah berlangsung kudeta militer yang digerakkan Frank Bainimarama (Guixia 
2015, 3).  

Dari pihak Fiji, pemerintahan Fiji juga mencoba menunjukkan bahwa Fiji serius ingin 
menguatkan hubungannya dengan Tiongkok serta mencoba untuk terlepas dari pengaruh 
Australia dan Selandia Baru. Berdasarkan tulisan Makareta Komai (2015, 113), Menteri Luar 
Negeri Fiji pada saat itu, Ratu Inoke Kubuabola mengatakan bahwa “Fiji no longer looks to 
Australia and New Zealand but to the world”. Pernyataan ini sendiri kemudian mengarah 
kepada pembentukan kebijakan yang merefleksikan keinginan tersebut, yaitu Look North 
Policy. Kebijakan ini membuat Fiji tidak lagi mengutamakan hubungannya dengan Australia 
maupun Selandia Baru, melainkan negara-negara yang berada di bagian utara, termasuk 
Tiongkok (Komai 2015, 113). Adanya peningkatan hubungan ini juga berdampak kepada 
peningkatan pengaruh Tiongkok di Fiji. Hal ini mampu menjadikan Tiongkok sebagai 
pendonor bantuan luar negeri tertinggi di Fiji karena sejak 2006, Tiongkok terus 
meningkatkan bantuan luar negerinya kepada Fiji sehingga mengalahkan Australia. Apabila 
ditotal, pada tahun 2006 hingga 2014, bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok 
mampu mencapai angka 359,8 juta USD, sedangkan Australia hanya mampu mencapai angka 
303,14 juta USD (Lowy Institute fo International Policy 2015).  

Keberhasilan peningkatan hubungan antara Fiji dengan Tiongkok tidak akan berhasil apabila 
tidak ada perasaan saling percaya antar kedua belah pihak. Adanya perasaan saling percaya 
ini tidak lain berawal dari penerapan prinsip non-interference yang diterapkan oleh Tiongkok. 
Prinsip non-interference sendiri merupakan bentuk tidak campur Tiongkok terhadap segala 
permasalahan domestik yang dialami oleh negara lain, khususnya negara yang berhubungan 
dengan Tiongkok. Adanya kudeta yang berlangsung di Fiji tidak terlalu dipermasalahkan oleh 
Tiongkok karena Tiongkok menilai hal tersebut merupakan masalah internal Fiji yang tidak 
perlu membuat Tiongkok ikut terlibat. Seorang diplomat dari Tiongkok bahkan menyatakan 
bahwa “There is no ‘economic sanction’ in our diplomatic vocabulary” (Guixia 2015, 3; Yang 
2011, 310). Tentu respon semacam ini menjadi respon yang diharapkan oleh pihak Fiji. Hal 
ini pula yang menjadi alasan bagi Fiji untuk memilih semakin mendekatkan diri kepada 
Tiongkok dibandingkan dengan Australia maupun Selandia Baru. Frank Bainimarama bahkan 
mengatakan “The Chinese authorities are very sympathetic and understand what’s happening 
here – the fact that we need to do things in our own way” (Komai 2015, 113). Penerapan prinsip 
non-interference sendiri pada dasarnya merupakan strategi jangka panjang dari Tiongkok 
dalam menjalin hubungan dengan negara lain, dimana terbentuknya mutual respect akan 
mampu berdampak pada hubungan yang mampu bertahan lama.  

Keuntungan Fiji serta Tiongkok sebagai Bentuk Kelanjutan dari Hubungan Fiji-
Tiongkok 

Keberlangsungan hubungan aliansi Fiji dengan Tiongkok dapat dikatakan tidak sebatas 
hubungan yang biasa. Xi Jinping melalui kunjungannya ke Fiji pada tahun 2014 menyatakan 
bahwa hubungan yang dibentuk diantara kedua negara bersifat strategic partnership yang 
didasari atas perasaan saling menghormati dan berorientasi kepada pengembangan 
kebutuhan bersama (Kun 2015).  Terlebih lagi, Chinese Embassy (2017) juga menekankan 
bahwa hubungan yang terbentuk antara Fiji dengan Tiongkok didasari atas nilai win-win 
development, dimana hubungan tersebut harus mampu menguntungkan kedua pihak. Oleh 
sebab itu, hubungan yang terbentuk tidak berarti hanya akan menguntungkan pihak Fiji saja 
atau Tiongkok saja, melainkan menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang 
dimaksud lebih berfokus kepada aspek perekonomian, dimana hubungan ini ditujukan untuk 
saling memajukan perekonomian kedua pihak. Meski begitu, bukan berarti hubungan ini 



hanya berfokus kepada aspek ekonomi saja, karena aspek lain seperti aspek politik juga 
diperhatikan oleh kedua negara.  

Melihat dari segi kepentingan, dapat dikatakan bahwa Fiji mampu menjadi pihak yang 
mendapatkan keuntungan lebih banyak. Keuntungan yang didapat oleh Fiji, khususnya dalam 
aspek ekonomi dapat dilihat dari berbagai proyek yang dijalankan oleh Tiongkok. Proyek-
proyek yang dijalankan Tiongkok pada nyatanya mampu menunjang keberlangsungan 
perekonomian Fiji yang pada saat itu membutuhkan bantuan setelah Australia tidak lagi 
memberikan bantuan. Bentuk proyek yang dijalankan oleh Tiongkok dapat terlihat pada 
proyek jembatan Stinson Parade dan jembatan Vatuwaga yang kemudian juga dikenal dengan 
“Bridges of Brotherhood”. Dengan adanya kedua jembatan tersebut, perekonomian Fiji 
menjadi terbantu karena akses transportasi menjadi lebih mudah (Losirene 2018). Lyu Guixia 
(2015, 7) juga menyampaikan bahwa Tiongkok juga menjalankan proyek-proyek berupa 
peningkatan sektor layanan masyarakat dengan memperbaiki gedung-gedung pemerintahan 
dan menambah beberapa penunjang, seperti perlengkapan komputer dan lainnya. Tidak 
hanya sebatas bantuan material, Tiongkok juga tidak segan untuk memberikan bantuan 
berupa pelatihan kepada para tenaga kerja yang berada di Fiji. Awalnya, Tiongkok hanya 
memberikan pelatihan dalam bidang teknologi agrikultur, namun bantuan pelatihan ini terus 
berkembang hingga meliputi aspek-aspek lain seperti industri, transportasi, pegawai swasta, 
dan bidang-bidang lainnya (Guixia 2015, 11). Lacanivalu Losirene (2018) melalui tulisannya 
menambahkan bahwa dengan adanya bantuan-bantuan tersebut, para tenaga kerja di Fiji 
akhirnya mampu mendapatkan ilmu serta ketrampilan yang baru yang belum pernah 
diketahui sebelumnya.  

Keuntungan yang didapat oleh Fiji tidak berhenti pada aspek ekonomi saja, dimana Fiji juga 
cukup diuntungkan dalam aspek politik. Meski keuntungan politik ini tidak begitu terlihat, 
namun memiliki pengaruh yang besar bagi Fiji. Keuntungan ini tidak lain adalah dukungan 
Tiongkok terhadap keputusan Fiji yang tetap menjalankan rezim militernya tanpa 
melangsungkan pemilu terlebih dahulu. Hal ini tidak lain disebabkan oleh nilai non-
interference yang dijalankan oleh Tiongkok sehingga bantuan yang diberikan oleh Tiongkok 
kepada Fiji terus berlangsung (Guixia 2015, 3). Tanpa disadari, dukungan ini begitu bernilai 
bagi Fiji, bahkan dapat menjadi dukungan yang bersifat jangka panjang. Melihat dari segi 
sejarah, kudeta bukanlah suatu hal yang baru bagi Fiji. Kudeta pernah berlangsung di Fiji pada 
tahun 1987 dan 2000 sebelum berlangsung kembali pada tahun 2006. Sandra Tarte (2009, 
409) kemudian menggambarkan kondisi di Fiji ini sebagai suatu “Coup Culture”, dimana 
kudeta seakan sudah menjadi budaya di Fiji setiap kali ada permasalahan di dalam 
pemerintahannnya. Adanya kudeta yang berulang tersebut seakan mewujudkan pemikiran di 
dalam pemerintahan maupun masyarakat Fiji bahwa kudeta menjadi solusi yang solutif dan 
efektif apabila terjadi permasalahan dalam diri pemerintahan Fiji, meskipun pada nyatanya 
praktik kudeta tidak sepenuhnya bernilai baik. Apalagi, kuatnya pengaruh militer akan 
cenderung membuat praktik kudeta semakin mudah berlangsung (Tarte 2009, 414). Oleh 
sebab itu, adanya aliansi dengan Tiongkok yang menerapkan nilai non-interference membuat 
Fiji tidak akan kehilangan aliansinya pada masa yang akan datang apabila pada masa yang 
akan datang akan berlangsung kudeta lagi di Fiji.  

Meskipun terlihat lebih berkecukupan, Tiongkok juga mampu memaksimalkan hubungan ini 
sehingga Tiongkok juga mendapatkan beberapa kuntungan. Terlebih lagi, karena didasari atas 
nilai win-win development, tidak salah apabila Tiongkok juga mencoba untuk mendapatkan 
keuntungan. Salah satu bentuk keuntungan yang didapat oleh Tiongkok dapat terlihat pada 
sektor perekonomian. Kuntungan ekonomi yang didapat oleh Tiongkok didasari atas posisi 
Fiji yang menjadi salah satu pusat jalur perdagangan internasional, baik udara maupun laur. 
Oleh sebab itu, Tiongkok dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk memperkenalkan hingga 
mempromosikan produk-produk yang dimilikinya. Tidak hanya melalui penjualan barang, 
Tiongkok juga mampu mendapatkan keuntungan melalui investasi yang dilakukan, baik oleh 
pemerintah Tiongkok maupun perusahaan Tiongkok (Yang 2011, 311). Kemudian, Lyu Guixia 
juga menambahkan bahwa Tiongkok mampu mendapatkan keuntungan dalam hal 



ketenagakerjaan, dimana Tiongkok mengalami permasalahan kelebihan tenaga kerja. 
Masalah ini cukup mampu teratasi dengan mengirimkan tenaga kerja tersebut ke Fiji. Secara 
tidak langsung hal ini juga menguntungkan perekonomian Tiongkok, seperti melalui adanya 
pemberian remittance. Terlepas dari itu, Tiongkok juga mampu mendapatkan akses kepada 
produk-produk laut yang dimiliki oleh Fiji. Tiongkok mampu mendapatkan biaya yang lebih 
murah dibandingkan dengan negara lainnya dan apabila Tiongkok mampu 
memaksimalkannya, maka keuntungan yang didapat juga akan lebih banyak (Veramu 2016).  

Selain keuntungan ekonomi, Tiongkok juga mampu mendapatkan keuntungan dari segi 
politik. Keuntungan politik yang dimaksud dalam kaitan hubungan Fiji dengan Tiongkok 
tidak lain adalah posisi Taiwan di Fiji, yang mana Tiongkok dan Taiwan merupakan dua 
negara yang sedang bersaing dalam hal pengakuan di dunia internasional. Perlu diketahui 
bahwa Taiwan pada dasarnya terlebih dahulu menjalin hubungan dengan Fiji dibandingkan 
Tiongkok, yaitu pada tahun 1971 sedangkanTiongkok mulai berhubungan dengan Fiji pada 
tahun 1975 (Yang 2011, 312). Keberadaan Taiwan di Fiji dianggap oleh Tiongkok sebagai suatu 
ancaman tersendiri bagi Tiongkok sehingga Tiongkok beberapa kali menekan Fiji untuk 
segera mengakhiri hubungannya dengan Taiwan. Di lain pihak, Fiji pada awalnya tidak begitu 
memperhatikan permasalahan antara kedua pihak. Bahkan, Fiji menerima kedua negara 
tanpa mengutamakan salah satu pihak. Meski begitu, Tiongkok tetap berupaya untuk 
menghilangkan pengaruh Taiwan di Fiji karena Tiongkok ingin mengurangi jumlah negara 
yang mengakui keberadaan Taiwan. Tahun 2006 sendiri, ketika berlangsungnya kudeta di Fiji 
menjadi momen yang tepat bagi Tiongkok karena pada momen tersebut, Taiwan sudah tidak 
terlalu tertarik lagi untuk menjalin hubungan dengan Fiji. Dengan menurunnya pengaruh 
Taiwan, Tiongkok memanfaatkan hal tersebut untuk semakin menguatkan pengaruhnya yang 
mampu membuat Fiji ikut mendukung kebijakan “One-China Policy” milik Tiongkok (Guixia 
2015, 11-12).  

Implikasi Hubungan Fiji-Tiongkok Terhadap Dinamika Kawasan Pasifik 
Selatan 

Hubungan yang terbentuk antara Fiji dengan Tiongkok pada nyatanya tidak hanya berdampak 
kepada kedua belah pihak. Hubungan antara kedua pihak mampu berdampak kepada 
dinamika di dalam kawasan Pasifik Selatan. Pada dasarnya, kawasan Pasifik Selatan 
merupakan kawasan yang dipengaruhi oleh Australia secara cukup besar ditambah dengan 
pengaruh Selandia Baru yang berada di bawah Australia. Namun, kudeta di Fiji pada tahun 
2006 yang membuat Fiji memiliki hubungan yang semakin erat dengan Tiongkok pada 
nyatanya mampu menjadikan Fiji sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting di 
kawasan. Keberadaan pengaruh Tiongkok bagi Fiji setelah ditinggalkan oleh Australia dan 
Selandia Baru mampu membuat Fiji mengubah perilakunya di kawasan Pasifik Selatan. 
Pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF yang pada awalnya bertujuan untuk menekan Fiji 
justru mampu meningkatkan perasaaan independence atau kebebasan serta confidence atau 
kepercayaan diri Fiji yang membuat Fiji berani untuk melakukan hal-hal baru yang 
sebelumnya belum pernah dilakukan.  

Berawal dari pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF, Fiji justru memanfaatkan kesempatan 
tersebut untuk memperluas ruang geraknya. Michael O’Keefe (2015, 130) melalui tulisannya 
menyampaikan bahwa hukuman tersebut justru membuat Fiji dapat bebas melakukan 
apapun. Hal ini dikarenakan Fiji tidak lagi terlalu dibatasi oleh keberadaan Australia, dimana 
sebelumnya segala hal yang dilakukan oleh Fiji masih diawasi oleh Australia melalui PIF. 
Selain itu, hal ini juga mengartikan bahwa Fiji menjadi lebih bebas bermanuver dalam hal 
menjalin hubungan dengan negara lainnya, seperti dengan Tiongkok (Stewart 2014). Berawal 
dari hubungan yang terbentuk dengan Tiongkok, akhirnya muncul rasa kepercayaan diri dari 
Fiji bahwa Fiji mampu untuk tetap mempertahankan eksistensinya meskipun mendapatkan 
tekanan dari berbagai pihak. Berawal dari rasa percaya diri tersebut, Fiji juga merasa lebih 
bebas dibandingkan sebelumnya sehingga Fiji juga berupaya untuk dapat mengurangi atau 
bahkan terlepas dari ketergantungannya kepada Australia, Selandia Baru, maupun PIF 
(Stewart 2016, 240). Tumbuhnya perasaan percaya diri dan kebebasan tersebut seakan 



menjadikan Fiji sebagai salah satu “pemain regional baru” di kawasan  Pasifik Selatan. Untuk 
mencapai hal tersebut, Michael O’Keefe (2015, 130) melalui tulisannya menjelaskan bahwa 
faktor kekuatan dan keinginan yang dimiliki oleh Fiji menjadi faktor penting yang mampu 
membuat Fiji menjadi seperti demikian.  

Selain dari diri Fiji sendiri, kemunculan rasa percaya diri serta kebebasan dari Fiji juga 
dipengaruhi oleh keberadaan Tiongkok. Michael O’Keefe (2011) melalui tulisannya 
menyampaikan bahwa kehadiran Tiongkok yang saat ini menjadi aliansi utama Fiji mampu 
meyakinkan serta mendukung segala keputusan Fiji yang berkaitan dengan peran barunya di 
kawasan. Bahkan, Tiongkok meyakinkan bahwa Fiji tidak perlu lagi menghiraukan adanya 
intervensi-intervensi dari pihak lain. Hal ini pula yang menjadi dasar dari implementasi 
kebijakan Look North Policy yang membuat Fiji berani untuk menjalin hubungan dengan 
negara-negara di bagian utara, atau lebih tepatnya di kawasan Asia. Berawal dari hubungan 
dengan Tiongkok, Fiji kemudian berani untuk menjalin hubungan dengan Indonesia, Rusia, 
hingga India. Bahkan, Fiji berani untuk mencoba meningkatkan hubungannya dengan 
negara-negara Timur Tengah (O’Keefe 2015, 130). Hal tersebut tentu tidak akan dilakukan 
oleh Fiji apabila Fiji tidak memiliki rasa percaya diri serta kebebasan yang didapat pasca 
pembekuan keanggotaannya dalam PIF. Alex Stewart (2016, 240) melalui tulisannya 
menambahkan bahwa Fiji memang terhitung negara yang kecil apabila dibandingkan dengan 
Australia, Selandia Baru, ataupun Papua Nugini. Namun, Fiji terhitung sebagai negara yang 
cukup besar dibandingkan dengan mayoritas negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Fiji juga 
terhitung lebih “canggih” serta lebih pintar dibandingkan mayoritas negara Pasifik Selatan 
lainnya sehingga Fiji mampu memiliki inisiatif tersebut. Bahkan, apabila dibandingkan 
dengan Papua Nugini yang dapat dikatakan memiliki tingkat pengaruh yang sama dengan Fiji, 
Papua Nugini belum mampu untuk berperilaku seperti Fiji karena masih memiliki 
ketergantungan kepada Australia.  

Rasa percaya diri yang didapat oleh Fiji kemudian diimplementasikan menjadi suatu 
keputusan yang cukup kontroversial, yaitu melakukan kritik terhadap PIF, yang mana PIF 
merupakan organisasi regional inti di kawasan Pasifik Selatan. Fiji memandang bahwa 
keberlangsungan dari PIF masih belum dapat berjalan efektif karena Fiji memandang PIF 
hanya dijadikan sebagai alat dominasi Australia dan Selandia Baru terhadap negara-negara 
kecil di kawasan Pasifik Selatan (Stewart 2016, 232). Suara negara-negara kecil di kawasan 
Pasifik Selatan cenderung jarang diperhatikan sehingga keberadaan mereka seakan kurang 
diperhatikan. Berawal dari kritik tersebut, Fiji kemudian mengeluarkan tuntutan agar 
Australia dan Selandia Baru dikeluarkan dari keanggotaan PIF (Cooney 2014). Tuntutan ini 
didasari atas kritik bahwa Australia dan Selandia Baru belum menjalankan perannya sesuai 
dengan semestinya. Seharusnya, Australia dan Selandia Baru berperan sebagai development 
partners, bukan justru memanfaatkan negara-negara kecil di kawasan untuk kepentingan 
pribadi (Fox 2015). Australia dan Selandia Baru hanya sebatas memberikan bantuan luar 
negeri tanpa ikut mengembangkan negara-negara tersebut. Bahkan, Frank Bainimarama 
(dalam Callick 2015) mengumpamakan bahwa keberadaan Australia dan Selandia Baru dalam 
PIF seperti negara-negara industri yang mengutamakan kesejahteraan suatu industri pengasil 
karbon serta pekerjanya dibandingkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup negara 
Pasifik Selatan lainnya. Bahkan, tidak jarang Australia justru dinilai merugikan beberapa 
pihak yang lain, seperti melakukan pencemaran lingkungan terbanyak dibandingkan negara-
negara Pasifik Selatan lainnya (Fox 2015).   

Sebagai kelanjutan dari kritik yang diberikan oleh Fiji terhadap PIF, Fiji juga mencoba untuk 
menunjukkan kepada negara-negara Pasifik Selatan lainnya khususnya bahwa Fiji mampu 
mewujudkan peran yang lebih memperhatikan kepentingan negara-negara Pasifik Selatan 
lainnya. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan peran Fiji melalui organisasi regional lain 
selain PIF. Salah satu organisasi tersebut adalah Melanesian Spearhead Group (MSG). 
Berdasarkan tulisan Sandra Tarte (2014, 319), MSG memang bukanlah suatu organisasi baru 
di kawasan Pasifik Selatan karena sudah aktif beroperasi sejak tahun 1983 ketika negara-
negara Melanesia mencoba membuat forum yang dapat menyatukan suara negara-negara 



Melanesia agar lebih diperhatikan di forum yang lebih besar. Peningkatan peran Fiji melalui 
MSG sendiri dapat terlihat pada tahun 2010, dimana tahun 2010 merupakan pergantian kursi 
kepemimpinan MSG dari Vanuatu menjadi Fiji. Momen tersebut sendiri bertepatan dengan 
peningkatan rasa percaya diri dan kebebasan yang di dapat Fiji setelah keanggotaannya dalam 
PIF dibekukan dan mendapatkan dukungan dari Tiongkok. Oleh sebab itu, Fiji mencoba 
untuk meneruskan perilakunya yang telah Fiji lakukan di MSG, seperti menerapkan 
kebijakan-kebijakan baru yang sebelumnya tidak pernah diterapkan seperti pembentukan 
Melanesian Green Climate Fund serta membentuk liberalisasi perdagangan antar negara 
anggota (Carter dan Firth 2015, 21). Tiongkok yang juga berada di belakang Fiji turut 
mendukung kebijakan yang diterapkan Fiji dengan memberikan bantuan dana untuk 
melancarkan segala kegiatan MSG (May 2011, 1-2). Atas hal ini, akhirnya Fiji mampu 
mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota MSG lainnya dan tidak lagi sepenuhnya 
memojokkan Fiji seperti yang dilakukan oleh Australia maupun Selandia Baru.  

Selain melalui MSG, Fiji juga mencoba meningkatkan perannya di kawasan melalui organisasi 
lain, yaitu Pacific Islands Development Forum (PIDF). Berbeda dengan MSG, PIDF baru 
dibentuk setelah Fiji mengalami peningkatan peran pasca pembekuan keanggotaannya dalam 
PIF. Setelah diresmikan pada tahun 2013, Fiji sebagai inisiator dan penggerak dari PIDF 
mencoba untuk melayani kepentingan negara-negara kecil lainnya di kawasan Pasifik Selatan. 
Latar belakang Fiji ingin membentuk PIDF tidak lain adalah argumen Fiji yang memandan 
bahwa PIF yang dimotori oleh Australia dan Selandia Baru cenderung kurang memperhatikan 
kepentingan negara-negara kecil di kawasan Pasifik Selatan dan lebih menguntungkan 
Australia dan Selandia Baru secara sepihak. Oleh sebab itu, Fiji bersama dengan PIDF 
mencoba untuk lebih mewakili kawasan Pasifik Selatan dibandingkan PIF (Cooney 2014). 
Alex Stewart (2016, 234) melalui tulisannya menyampaikan bahwa Fiji melalui PIDF mencoba 
mengakomodasi segala kepentingan negara-negara Pasifik Selatan yang kurang diperhatikan 
PIF, seperti melalui implementasi kebijakan akomodasi agenda negara-negara Pasifik Selatan 
terkait pembangunan berkelanjutan dan menyatukan agenda seluruh negara Pasifik Selatan 
dalam UN Asia-Pacific Group. Jenny Hayward-Jones (2013 dalam Stewart 2016, 236) juga 
menyampaikan bahwa PIDF mampu berperan sebagai kelompok diskusi yang menjadi 
kelanjutan dari diskusi yang berada dalam tingkat PIF. Apabila dikaitkan dengan Tiongkok, 
peran Tiongkok dalam PIDF tidak jauh berbeda dengan peran Tiongkok dalam MSG, dimana 
Tiongkok mendukung segala keputusan Fiji dalam PIDF melalui pemberian bantuan luar 
negeri (Callick 2015).  

Kesimpulan 

Kudeta yang berlangsung di Fiji pada tahun 2006 telah membawa Fiji menuju kepada periode 
yang baru dalam sejarah Fiji. Meskipun bukan kudeta yang pertama, namun kudeta yang 
berlangsung pada tahun 2006 dapat dikatakan berbeda karena berdampak kepada 
pembekuan keanggotaan Fiji dalam PIF. Pembekuan tersebut terjadi karena Frank 
Bainimarama yang menjadi kepala pemerintahan Fiji saat itu enggan untuk melangsungkan 
pemilu yang demokratis dan terus menjalankan rezim militernya. Meski telah ditekan, namun 
Fiji tetap tidak segera melakukan pemilu. Bahkan, Fiji memutuskan untuk mencari negara 
besar lain yang mampu menjadi rekan aliansi yang dapat memberikan bantuan luar negeri 
bagi Fiji setelah Australia dan Selandia Baru tidak lagi memberikan bantuan luar negeri ke 
Fiji. Tiongkok menjadi negara yang mampu mengisi kekosongan tersebut dan Tiongkok 
sendiri menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Fiji. Berdasar 
pada prinsip strategic partnership, Fiji dan Tiongkok telah menjalin hubungan yang mampu 
menguntungkan kedua belah pihak tanpa mengutamakan salah satu pihak. Tanpa disadari, 
hubungan yang terbentuk mampu membuat Fiji seakan memiliki peran baru di kawasan, 
dimana Fiji menjadi memiliki rasa percaya diri serta kebebasan yang membuat Fiji tidak lagi 
terikat oleh Australia. Hal ini dilakukan oleh Fiji melalui dua organisasi lain selain PIF, yaitu 
PIDF dan MSG. Dengan adanya perubahan perilaku tersebut, Fiji mampu menunjukkan 
bahwa hubungan yang terbentuk dengan Tiongkok mampu membuat Fiji tidak lagi memiliki 
ketergantungan terhadap Australia seperti sebelumnya. 
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